
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

bahwa imtuk melaksanakan ketentuan Bab VI Peraturan Daerah
Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwaki^an Rakyat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan
Peratur^in Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan
Dan Ahggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon
Tahun ^017;

Mengingat  :   1.  Undang -Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembjentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Repujblik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nompr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.Undang  -  Undang  Nomor   1   Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355 );

4.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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7.Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur  Dan  Mengurus  Rumah  Tangganya  Sendiri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

8.Pere^turan Pemerintah  Nomor  13 Tahun  1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat  II
Aml>on (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonnor 3137);

9.Pere.turan Pemerintah Nomor  109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10.Per^turan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

11.Per^turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12.Pers.turan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Perftturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan   Standar Pelayanan Minimal

Hibah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15.Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2007  tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan
Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

16.Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor  59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor  13 Tahun 2006  tentang  Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri  Nomor  21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

17.Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Be Ianj a Daerah Tahun Anggaran 2017;



BAB I
KETENTUAN UMUM

;Pasal 1

Dalam jPeraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
depgan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar  Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah  Daerah  adalah  Walikota  sebagai  unsuj^
pepyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4.Walikota adalah Walikota Ambon.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Ambon
yang   berkedudukan   sebagai   unsur    penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6.Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kota Ambon.
7.Pimpinan DPRD adalah pejabat  daerah yang memegang

jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Ambon.
8.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan

Anggota DPRD Kota Ambon.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAB KOTA AMBON TAHUN 2017

MEMUTUSKAN:

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tenting Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berfta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19.Pera|turan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahim 2016 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016
Nomor 5 .Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor

322);
20.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Peru bahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1
Tah^n 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4,
Tamlbahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);

21.Perajturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Penjlabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2017;



10.Sckjretaris DPRD adalah pejabat  Perangkat  Daerah yang
meinimpin S^cretariat DPRD Kota Ambon.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12.Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi
Pin pinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas
dar  wewenangnya yang terdiri dari uang representasi,
tunjangan  keluarga dan tunjangan beras,  uang paket,
tunjangan j aba tan,  tunjangan alat   kelengkapan DPRD,
tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

13.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong
pepingkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan
kesjehatan  diluar  cakupan  Pelayanan  Kesehatan  yang
dib^rikan oleh Badan  Penyelenggaraan Jaminan Sosia
Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,
ruipah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan,
belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan
DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan
transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa

pertgabdian.
14.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada

Piipipinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

15.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

16.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota  DPRD dalam menghadiri dan
mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.

17.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan

Anggota DPRD.
18.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Angota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil
ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD.

19.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa
uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
setiap  bulan  dalam rangka  mendorong  peningkatan
kinerjanya.

20.Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap
melaksanakan  reses  dalam rangka  untuk  menjaring,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah

pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.
21.Kernampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah

untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Sek^retariat  DPRD adalah unsur  pendukung DPRD yang
mcmbantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang



22.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar pcserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasfj kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

23.Jaminan Kecelakaan Keija adalah perlindungan atas risiko
kecelakaan  keija  atau  penyakit   akibat   kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

24.Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian
bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

25.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah
Daeiah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan
tugas jabatan.

26.Ken<iaraan Dinas  Jabatan adalah kendaraan bermotor
perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan
tugas pejabat daerah.

27.Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah
tangga   Pimpinan  DPRD  dalam rangka  menunjang
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

28.Tun angan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan
dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat  menyediakan
rumjah negara beserta kelengkapannya.

29.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal
Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas
jabatan  dan  kepada Anggota  DPRD untuk mendorong
peningkatan kinerjanya.

30.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang
diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
medunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang

Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD, bertujuan untuk:
a.meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
b.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas

dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi,  tugas  dan

wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah; dan
d.mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam

menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
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017

Diundangkan di Ambon
17

Ditetapkan di Ambon

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan pejnempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

BAB III
TUNJANGAN K^SEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
Pasal 3

(1)Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kesejahteraan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan
kesejahteraan.

(2)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebngaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.. aminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan kematian;

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan
berupa :
a.nimah Negara dan perlengkapannya;
b.k^ndaraan dinas j aba tan; dan
c.bclanja rumah tangga.

(4)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2),  Anggota  DPRD dapat   disediakan  tunjangan
kesejahteraan berupa :
a.rumah Negara dan perlengkapannya; dan
b.tunjangan transportasi.

(5)Ketentuan  mengenai  besaran Tunjangan  Kesejahteraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam lampiran
Pertituran Walikota.



Dari Uang Representasi Anggota DPRD
i
i

Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

Dari Uang Representasi Ketua DPRD

Dari Uang Representasi Anggota DPRD

Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

Dari Uang Representasi Ketua DPRD

Dihitung Berdasarkan Standar BPJS

Dihitung Berdasarkan Standar BPJS

Dihitung Berdasarkan Standar BPJS

1 Kali Chek Up dalam 1 Tahun

1 Kali Chek Up dalam 1 Tahun

1 Kali Chek Up dalam 1 Tahun

KET

0, 3%

0, 3%

0, 3%

0, 24%

0, 24%

0, 24%

Per Tahun

Per Tahun

Per Tahun

1.575.000

1.680.000

2.100.000

1.575.000

1.680.000

2.100.000

63.000

67.200

84.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

Jumlah

Anggota

Wakil Ketua

Ketua

Anggota

Wakil Ketua

Ketua

Anggota

WakU Ketua

Ketua

Anggota

Wakil Ketua

Ketua

Jabatan

Tunjangan Kematian

Tunjangan Kecelakaan

BPJS

Chek Up

Jaminan Kesehatan

Uraian

3.

2.

1.

NO

LAMPIRAN : PERATURAN WAL1KOTA AMBON
NOMOR :  2.2.TAHUN2017
TANGGAL : 8 AjjUS^US  TAHUN 2017

TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMP1NAN DAN ANGGOTA DPRD



Tidak Melebihi Tunj.Perumahan DPRD Propinsi

Runiah Dinas

1

Mobil Jabatan

rMobil Jabatan

j                     KET

Per Bulan

PerBulan

12.500.000

15.500.000

17.500.000

20.000.000

11.500.000

Jumlah

Wakil Ketua

Ketua

Anggota

Wakil Ketua

Ketua

Anggota

Wakil Ketua

Ketua

Jabatan

Tunjangan Belanja Rumah
Tangga

Tunjangan Perumahan

—

Tunjangan Transportasi

Uraian

6.

5.

4.

NO

?• '


